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ABSTRAK

Erwin Suryana. Analisis Sistem Pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan
Pantai Labuan Provinsi Banten. Dibimbing oleh Dr. Eko Sri Wiyono, M.Sc dan Dr. AA Ketut

Budiastra, M.Ed.

Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan merupakan salah satu pelabuhan perikanan dengan tingkat
operasional pelabuhan yang cukup tinggi di Provinsi Banten. Namun demikian pengguna jasa
kepelabuhanan masih mengeluhkan pelayanan yang belum memuaskan pada pelabuhan ini. Hal
ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaannya ada sub sistem yang tidak berfungsi optimal.
Untuk mengetahui komponen mana yang tidak berfungsi optimal maka dilakukan analisis sistem
yang ada secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual
pengelolaan pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, membandingkan
sistem pengelolaan yang ada dengan kaidah—kaidah pengelolaan pelabuhan perikanan, dan
menganalisis dan merekomendasikan alternatif sistem pengelolaan pelabuhan perikanan di
Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan

secara maksimal.

Berdasarkan identifikasi sistem yang dilakukan terdapat beberapa‘sub sistem dalam pengelolaan
pelabuhan meliputi sub sistem sumberdaya ikan, fasilitas pelabuhan, aktivitas, dan kelembagaan.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga seSuai'dengan sub sistem di atas yakni
analisis sumberdaya ikan dengan deskripsi pola musim{penarigkapan ikan yang didaratkan di
pelabuban, analisis facilitas dengan perhitungan propOrsi fasilitas pelabuhan, analisis aktivitas
dengan deskripsi aktivitas kepelabuhan berdasarkan(pengamatan langsung dan wawancara, serta
analisis kelembagaan dengan metode analisis_stakeholder dalam pengelolaan pelabuhan dan
analisis peraturan perundang-undangan yang-mendukung penyelenggaraan kepelabuhanan.
Untuk penetapan strategi pengembangan ‘pelabuhan perikanan digunakan metode analysis
hierarchy process (AHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa~secara umum pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai
Labuan masih memerlukan upaya perningkatan terkait aspek fasilitas, sosial dan kelembagaan
pelabuhan perikanan. Aspek fasilitas terkait ketersediaan prasarana pokok dan fungsional yang
belum memadai, sedangkan, aspék sosial menyangkut pelayanan, kenyamanan dan keamanan
dalam penyelenggaraan\ PPP Labuan. Dalam aspek kelembagaan diperlukan pembentukan
organisasi pengelola pelabuhan, sumberdaya manusia, dan ketersediaan perangkat hukum yang
mendukung penyelenggaraan PPP Labuan. Dalam hal sumberdaya ikan dengan melihat pola
musim penangkapan,/tingkat produksi serta jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan
Pantai Labuan disimpulkan bahwa keragaman jenis ikan yang didaratkan sangat dipengaruhi
oleh keragaman unit penangkapan (kapal dan alat penangkapan ikan). Untuk mendorong
peningkatan ketersediaan sumberdaya ikan dapat dilakukan dengan melakukan manajemen
penangkapan yang berorientasi pada pengaturan alat penangkapan ikan serta perbaikan fasilitas
pelabuhan yang dapat mendorong peningkatan pendaratan armada penangkapan lain (khususnya
yang belum ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan) untuk mendaratkan hasil
penangkapannya di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan. Untuk aspek fasilitas diperlukan
penambahan fasilitas dermaga sepanjang 160 meter, dan penambahan kedalaman kolam
pelabuhan sedalam 1 — 2 meter. Selain itu diusulkan integrasi gedung pelelangan menjadi 1
(satu) gedung pelelangan yang lebih representatif dan higienis. Kebijakan pengembangan
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Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan yang paling prioritas adalah pengembangan fasilitas
pelabuhan, kemudian prioritas kedua adalah meningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, dan
prioritas ketiga adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan

ABSTRACT

Erwin Suryana. Analysis of Fishing Port Management System at Labuan Coastal Fishing-Port,
Banten Province. Supervised by Dr. Eko Sri Wiyono, M.Sc and Dr. AA Ketut Budiastra, M.Ed.

Labuan Coastal Fishing-Port is one of the busiest fishing ports in Banten Province.
Unfortunately many port users still have been feeling unsatisfied to the port management
services. It indicates that one or more subsystems of the port management are not optimally
Junctioning. To find out which component of the sub systems not optimally running, it is
necessary to analysis the overall subsystems taking place in the port management. The objectives
of the study are to figure out the actual condition of port management system of Labuan Coastal
Fishing-Port, to compare the existing port management system with(thé regulation principles of
Sfishing port management system, and to analysis and put some recommendations regarding the
best alternative of fishing port management system to be applied.at Labuan Coastal Fishing-Port
Jor its maximum services.

According to the identification that has been conducted during the study, the fishing port
management consists of several subsystems, which\are fish resource, port facilities, port
activities, and port organization. Therefore, the methaod of analysis applied in this study follows
those subsystems, in which fish resource is @nalyzed by describing the seasonal patterns of
fishing activities; port facilities is analyzed .by examining port facilities proportion; port
activities is analyzed by describing port dctivities through direct observation and interview; and
port organization is analyzed by stakeholders analysis and regulation analysis. To determine
Sfishing port development strategy, AHP\(Analytical Hierarchy Process) is applied.

The results of the study show’ that the management of Labuan Coastal Fishing-Port generally
still needs some improvemenits regarding to the aspects of facility, social and fishing port
organization. Facility aspéctiis'related to the availability of basic infrastructures and functional
instruments which are’slill insufficient, while social aspect is related to port services,
comfortability and security which are still far from satisfaction. For port organization aspeclt, it
is required to develop the organization board, fill in the positions with capable human resources,
and prepare some legal regulations for fishing port management. In regards to fish resource, by
analyzing the seasonal patterns of fishing activities, fish production level and fish composition
are influenced by the diversity of fishing units (type of boats and fishing gears). To increase fish
stock, it can be achieved by regulating fishing units/ gears and by improving port facilities that
may encourage other types fishing units/gears to come and operate in Labuan Coastal Fishing-
Port. For the facility aspect, the port still needs some improvements about 160 meters along side
of the quay and pool of the port asks for 1-2 meters deeper. Besides, it is also suggested for the
fish auction building to be integrated into one representative and hygienic building. From the
analysis of Labuan Coastal Fishing-Port development, it is concluded that the most high priority

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41202.pdf

is facility improvements, the second priority is improvement of port services and the third
priority is development of organization board of fishing port management.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem dan Analisis Sistem

Pengertian dan definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda, tetapi meskipun
istilah sistem yang digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang-bidang tersebut
mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan,
interaksi antar elemen, interaksi antara elemen dengan lingkungannya, dan yang terpenting
adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan persyaratan ini, sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang
digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari
manusia, mesin, prosedur, dokumen, data atau elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen
tersebut. Elemen sistem disamping berhubungan satu sama lain, juga berhubungan dengan
lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan s€belumnya.

Terdapat beberapa definisi sistem menurut para ahli.’Davis ( 1984 ) mendefinisikan
bahwa * Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian’ ‘yang”~ saling berkaitan yang beroperasi
bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud*.

Sementara Mc Leod (2001) yang dikutip-dari sumber yang sama menerangkan bahwa
“Sistem adalah himpunan dari unsur-ufisur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu
kesatuan yang utuh dan terpadu®.

Syahyuti (2008) menerangkan bahwa “sebuah sistem, adalah sebuah komposisi dari
sejumlah elemen yang saling bérinteraski sehingga membentuk sebuah kesatuan yang padu
(a unified whole) ”.

Lebih lanjut"Syahyuti menjelaskan bahwa pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri
atas empat hal, yaitd:” (1) Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel, dapat
berupa benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem
tersebut; (2) Berisi atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan
objeknya; (3) Memiliki hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya; dan, (4) Sistem
hidup dalam satu lingkungan tertentu.
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Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu (Anonim, 2007), yaitu:
komponen—komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran,
pengolah, serta sasaran atau tujuan.

Komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa: elemen-elemen yang lebih kecil yang
disebut sub sistem, misalkan sistem komputer terdiri dari sub sistem perangkat keras, perangkat
lunak dan manusia dan elemen-elemen yang lebih besar yang disebut supra sistem. Misalkan bila
perangkat keras adalah sistem yang memiliki sub sistem CPU, perangkat IO dan memori, maka
supra sistem perangkat keras adalah sistem komputer.

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang
lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang
sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

Sementara Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang
mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat
juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang.meéngutungkan merupakan hal
positif bagi sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga‘dan’dipelihara. Sedang lingkungan
luar yang merugikan harus dikendalikan, kalau tidak akan méngganggu kelangsungan hidup dari
sistem .

Penghubung merupakan media perantara’antar subsistem. Melalui penghubung ini
memungkinkan sumber-sumber daya mefigalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Output
dari satu subsistem akan menjadi_input” untuk subsistem yang lainnya dengan melalui
penghubung. Dengan penghubung/satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang
lainnya membentuk satu kesatuan:

Masukan adalah, energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa
maintenance input dan‘sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya
sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan
keluaran. Keluaran dari sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi
keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk
subsistem yang lain atau kepada supra sistem.

Pengolah suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri

sebagai pengolahnya. Pengolah akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi
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akan mengolah masukan berupa baban baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa
barang jadi.

Sedangkan sasaran atau tujuan suatu sistem merupakan hal lain yang juga cukup penting.
Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan aca gunanya.
Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran
yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau
tujuannya.

Sementara analisis sistem dapat didefinisikan sebagai: "penguraian dari suatu sistem
informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-
kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang
diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan”, (Rohim,2007).

Analisis sistem pada konteks manajemen didasarkan atas‘penentuan informasi yang
terperinci yang dihasilkan setahap demi setahap dari- ‘proses, sehingga diketahui
bagaimana sistem bekerja agar memenuhi kebutuhan-.yang telah ditentukan, dengan
membangun kriteria jalannya sistem agar mencapai/ optimasi. Dari proses identifikasi
sistem dihasilkan spesifikasi yang terperinci tentang peubah yang menyangkut rancangan
dan proses kontrol. Identifikasi sistem¢ditandai dengan adanya determinasi kriteria
jalannya sistem yang akan memban{u\ dalam evaluasi alternatif sistem. Kriteria tersebut
meliputi pula penentuan output yang diharapkan, dan mungkin juga perhitungan rasio biaya dan
manfaat, (Eriyanto, 2008).

Lebih lanjut (Rohimj, 2007) menjelaskan bahwa tujuan Analisis Sistem adalah:
mendefinisikan masalah\ secara tepat, menyusun alternatif penyelesaian, memilih dan
mempertimbangkan'satu dari alternatif tersebut, menyusun spesifikasi logis untuk penyelesaian
tersebut, menyusun”persyaratan fisik untuk penyelesaian tersebut, dan menyusun anggaran
untuk fase desain sistem, coding dan implementasi sistem.

Untuk menganalisis sistem diperlukan langkah-langkah analisis sistem. Langkah-
langkah di dalam tahap analisis sistem hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan
dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan di tahap perencanaan

sistem. Perbedaannya pada analisis sistem ruang lingkup tugasnya lebih terinci.
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Dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah
dilakukan dalam analis sistem yaitu:
1. Mengidentifikasi masalah:
- Mengindentifikasikan penyebab masalah
- Mengidentifikasikan titik keputusan
- Mengidentifikasikan personil-personil kunci
2. Memahami kerja dari sistem yang ada:
- Menentukan jenis penelitian
- Merencanakan jadual penelitian
- Mengatur jadual wawancara
- Mengatur jadual observasi
- Mengatur jadual pengambilan sampel
- Membuat penugasan penelitian
- Membuat agenda wawancara
- Mengumpulkan hasil penelitian
3. Menganalisis sistem:
- Mengarnalisis kelemahan sistem
- Menganalisis kebutuhan Informasi-pemakai / manajemen
4. Membuat laporan hasil analisis; dengan tujuan:
- Pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan
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dasar yang harus

- Meluruskan kesaldhi-péngertian mengenai apa yang telah ditemukan dan

dianalisis oleh andlis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen

- Meminta pendapat-pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen

- Meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan

selanjutnya.

B. Pengertian Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan (Permen KP) No. 16 Tahun 2006 Pasal 1 merupakan “tempat yang terdiri dari daratan

dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai
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pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan”.

Pengertian pelabuhan perikanan di atas tentunya tidak lepas dari pengertian pelabuhan itu
sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan yakni sebagai wilayah daratan dan perairan dengan batas—batas tertentu sebagai
kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh,
naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dengan dilengkapi fasilitas pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

Lubis (2002) yang diacu dalam (Laga, 2005) menyatakan bahwa pelabuhan perikanan
merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan
dan pemasaran baik berskala lokal, nasional maupun internasional.

Sementara Kusumastanto (2007) menjelaskan bahwa “Pelabuhan merupakan pusat
aktivitas perckonomian kelautan, sehingga keberadadnnya” sangat diperlukan dalam
pembangunan kelautan.

Menurut Agoes (2003) jumlah pelabuhan périkanan di Indonesia mencapai + 540 unit,
sementara pelabuhan khusus lainnya sebanyak + 1414 dan pelabuhan umum + 728 unit.
Kebanyakan pelabuhan khusus yang dimiliki-{elah memiliki fasilitas yang canggih yang
dapat disiapkan pula untuk mendukung, industri-industri d i daerah sekitarnya.

C. Klasifikasi Pelabuhan dai Pelabuhan Perikanan

Dalam sistem kepelabulianan di Indonesia, pelabuhan perikanan merupakan kategori
pelabuhan khusus dimana,penggunaannya khusus untuk kegiatan tertentu seperti kegiatan sektor
perindustrian, pertambangan dan perikanan yang pembangunan dan pengoperasi.';mnya dilakukan
oleh instansi yang bersangkutan dan kegiatannya tidak tertampung di pelabuhan umum.

Secara umum pelabuhan dapat digolongkan kedalam beberapa jenis berdasarkan tipologi
pelabuhan. Menurut Stbl 1936 No.700 yang diacu dalam Suryana (2000) bahwa kategori
pelabuhan dibagi dua kriteria yakni pelabuhan laut dan pelabuhan pantai. Pelabuhan laut
merupakan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang dapat dimasuki oleh
kapal-kapal dari negara lain, sementara pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang tidak terbuka
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bagi perdagangan dengan luar negeri dan hanya dimasuki kapal berbendera Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, pelabuhan dibedakan menjadi
pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum didefinisikan sebagai pelabuhan
yang diselenggarakan untuk kepeniingan pelayanan masyarakat umum, sedangkan pelabuhan
khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang
kegiatan tertentu.

Berdasarkan letak geografisnya pelabuhan dapat dibedakan menjadi pelabuhan pantai dan
pelabuhan sungai. Pelabuhan pantai merupakan pelabuhan yang terletak di pantai, sedangkan
pelabuhan sungai adalah pelabuhan yang terletak di sungai biasanya agak jauh di pedalaman.

Tipologi pelabuhan berdasarkan kriteria besar kecilnya kegiatan dan kelengkapan
fasilitasnya dapat dibagi menjadi: (1) pelabuhan internasional, (2) pelabuhan regional dan (3)
pelabuhan lokal. Pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang dapat nienampung kapal-kapal
luar negeri dan berukuran besar, sedangkan pelabuhan regional, merupakan pelabuhan yang
hanya disinggahi kapal dalam negeri/antar pulau dan pelabuhan lokal adalah pelabuhan yang
banyak disinggahi kapal berukuran kecil seperti Perahu Iayar-Motor (PLM).

Berdasarkan komoditi perdagangan yang dimiliki, pelabuhan dapat dibedakan menjadi
pelabuhan ekspor dan pelabuhan impor. Pelabuhan’ €kspor adalah pelabuhan dimana cargo
trafficnya yang dominan merupakan barang-€kspor, sedangkan pelabuhan impor adalah
pelabuhan dimana cargo trafficnya yang dominan merupakan barang impor.

Sedangkan klasifikasi pelabithan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan (Permen AP) Nomor 16 Tahun 2006 khususnya pada Bab VII pasal 16
dibedakan menjadi 4 (empat), Klas yakni: (1) Pelabuhan Perikanan Samudera, (2) Pelabuhan
Perikanan Nusantara, (3) Pelabuhan Perikanan Pantai, dan (4) Pangkalan Pendaratan Ikan.

Faktor—faktor, “yang menyebabkan klasifikasi pelabuhan perikanan sebagaimana
disebutkan di atas antara lain berkenaan dengan jumlah ikan yang didaratkan di suatu pelabuhan,
kelengkapan fasilitas dan jumlah armada/kapasitas kapal yang masuk ke suatu pelabuhan
perikanan.

Untuk dapat memperjelas klasifikasi pelabuhan perikanan dapat digambarkan secara

matriks sebagai berikut:
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Tabel 2.1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

No Kriteria Kelas Pelabuhan Perikanan
Samudera Nusantara Pantai PPI
1. | Jangkauan operasi Laut teritorial, | Laut teritorial Perairan Perairan
ZEEl dan laut | dan pedalaman, pedalaman dan
lepas ZEEI perairan perairan
kepulauan dan | kepulauan
laut teritorial
2. | Kapasitas Kapal (Fasilitas | > 60 GT 230GT > 10GT 23GT
Tambat Labuh)
3. | Fasilitas pokok pelabuhan Panjang Panjang Panjang Panjang
dermaga dermaga dermaga dermaga
minimal 300 m, | minimal 150 m, | minimal 100 m, | minimal 50 m,
kedalaman kedalaman kedalaman kedalaman
kolam minimal | kolam minimal | kolam minimal | kolam minus 2
minus 3 m minus 3 m minus 2 m m
4. | Daya dukung 100 unit | 75 unit | 30  unit / 300 |20 unit / 60
/ 6.000 GT |/ 2250 GT | GT kapal | GT kapal
kapal perikanan | kapal perikanan | perikanan perikanan
sekaligus sekaligus sekaligus sekaligus
5. | Pemasaran Lokal dan luar { Lokal dan luar | Lokal-dan antar | Lokal
negeri (ekspor) | negeri (ekspor) . | daerak
6. | Industri perikanan terdapat industri | terdapat industri - -
perikanan perikanan

Sumber : Data diolah dari Permen KP No.16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana diacu dalam Suryana (2000)
mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat 2.(dua) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 7
(tujuh) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dan 21 (dua puluh satu) Pelabuhan Perikanan
Pantai (PPP). Penetapan KlasifikaSi-tethadap pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada di

Indonesia dapat berubah sesuai dengan perkembangan pelabuhan perikanan masing-masing.

D. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Pelabuhan Perikanan khususnya Pasal 11 menyebutkan bahwa Pelabuhan Perikanan yang

dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota pengelolaannya dilakukan

oleh UPT Pusat atau UPT Dacrah. Sedangkan Pelabuhan Perikanan yang dimiliki oleh BUMN

maupun perusahaan swasta, pengelolaannya dapat dilakukan sendiri atau diserahkan kepada

pihak lain atas persetujuan Menteri.
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Sehubungan dengan tugas pengelola pelabuhan, Pasal 12 disebutkan bahwa Pengelola
Pelabuhan Perikanan bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas yang berada di Pelabuhan
Perikanan. Tata cara pemeliharaan dan pertanggungjawaban pemeliharaan fasilitas selanjutnya
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13 menyatakan bahwa Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala
Pelabuhan. Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh BUMN maupun perusahaan
swasta dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang mendapat penetapan dari Direktur
Jenderal. Kepala pelabuhan perikanan dapat diusulkan dari PNS oleh pemilik dengan persetujuan
Direktur Jenderal. Kepala pelabuhan perikanan bertindak sebagai koordinator tunggal dalam
penyelenggaraan pelabuhan perikanan. Dalam menata dan menertibkan penyelenggaraan
pelabuhan perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan dapat menerbitkan keténtuan-ketentuan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 14 menyatakan bahwa Penyelenggaraan fungsi).pemerintahan pada pelabuhan
Perikanan dikoordinasikan oleh kepala pelabuhan périkanan dengan berpedoman pada
mekanisme tata hubungan kerja. Mekanisme tata hubangan kerja ditetapkan tersendiri oleh
Menteri.

Pasal 15 menyatakan bahwa Pelabuhan perikanan yang dibangun oleh BUMN maupun
perusahaan swasta wajib menerima petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam rangka
melaksanakan pembinaan, pengumpuian-datd, pengawasan dan keselamatan pelayaran .

Pelabuhan Perikanan biasanya-diselenggarakan Kepala Pelabuhan yang berfungsi sebagai
otoritas pelabuhan perikandn {fishing port authority). Otoritas pelabuhan berfungsi untuk
mengkoordinasikan selurth instansi/unit usaha yang ada di pelabuhan perikanan. Otoritas
pelabuhan juga berhak mengatur regulasi penyelenggaraan pelabuhan perikanan.

Dinas Kelautafi‘dan Perikanan Provinsi Banten (2007) mengungkapkan beberapa prinsip

pengelolaan pelabuhan perikanan sebagai berikut:

1. Keberlanjutan (Sustainability)
Keberlanjutan dapat diartikan bahwa setiap kegiatan pelabuhan perikanan yang dilakukan

harus dapat memberikan manfaat kepada stakeholdernya (pemerintah, perusahaan swasta dan
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masyarakat). Keberlanjutan pelayanan pelabuhan perikanan harus dilihat sebagai sistem yang
terdiri dari prasarana dan sarana, operasi dan pemeliharaan, pengelolaan, dan pelayanan kepada
masyarakat.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar pelabuhan perikanan dapat berkelanjutan
antara lain:
a. Keberlanjutan aspek pembiayaan
Keberlanjutan aspek pembiayaan mengandung pengertian bahwa pendapatan yang
dihasilkan dari pelayanan/jasa fasilitas dan aktifitasnya disamping mampu untuk membiayai
kembali kegiatan operasionalnya, juga memberikan keuntungan yang cukup signifikan.
Sehingga pelabuhan perikanan tidak menjadi beban anggaran negara tetapi justru memberikan
kontribusi pada peningkatan pendapatan negara.
b. Keberlanjutan aspek teknik
Keberlanjutan aspek teknik memberikan pengertian bahwa fasilitas-fasilitas yang
dibangun harus layak secara teknik pembangunannya. Fasilitas-fasilitas tersebut mempunyai
umur operasional dan kesesuaian dengan rencana yang dibuat sebelumnya.
c. Keberlanjutan operasional
Pelabuhan perikanan harus memenuhi target-target pencapaian operasional tertentu pada
selang waktu tertentu sesuai dengan klasifikasi.dan kriteria pelabuhan perikanan tersebut.
Tingkat operasional yang dimaksud diantaranya adalah: jumlah produksi hasil tangkapan yang
didaratkan, jumlah kapal yang berkunmjung dan atau mendaratkan hasil tangkapannya di
pelabuhan perikanan, jumlah kebutulian melaut (bahan bakar minyak, es dan air tawar) yang
disalurkan, peningkatan pemaniaatan kawasan industri yang tercermin dari jumlah perusahaan
 yang beroperasi di pelabuhan pefikanan tersebut, dan lain-lain.

d. Keberlanjutan aspek lingkungan hidup
Adanya pelabuhan perikanan di suatu wilayah sedikit banyak akan berpengaruh terhadap

kualitas dan keseimbangan lingkungan yang ada. Kualitas lingkungan yang diperkirakan akan
terpengaruh diantaranya adalah aspek fisika dan kimia lingkungan (iklim, kualitas udara,
hidrologi, hidrooseanografi, tanah dan lahan), aspek-aspek biologi lingkungan (kualitas dan
kuantitas biota darat dan biota perairan) dan aspek-aspek sosial ekonomi lingkungan (mata

pencaharian, kependudukan, transportasi, ketertiban masyarakat, dll). Namun demikian, dampak
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negatif dari pengoperasian pelabuhan perikanan tersebut diupayakan seminimal mungkin,
sebaliknya dampak positif yang perlu terus dikembangkan.
e. Keberlanjutan aspek kelembagaan
Kelembagaan pengelola pelabuhan perikanan diharapkan mampu melaksanakan tugas-
tugas operasional pelabuhan perikanan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan operasional
pelabuhan perikanan dan tuntutan masyarakat pengguna.

f. Keberlanjutan sosial
Keberadaan pelabuhan perikanan dapat diterima oleh masyarakat dimana pelabuhan

perikanan tersebut berada. Hal ini diharapkan dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi
masyarakat dalam aktifitas-aktifitas kepelabuhanan. Keberlanjutan sosial dapat dilihat dari
minimnya jumlah konflik antar kelompok masyarakat akibat adanya pelabuhan perikanan dan
aktivitasnya.

2. Penggunaan Efektif dan Efisien

Penggunaan prasarana dan sarana belabuhan perikanan dikatakan efektif apabila
prasarana dan sarana yang tersedia tepat tujuan, tepat sasaran, dan layak dipergunakan dilihat
dari aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek pengembangan kapasitas dan perubahan perilaku
magyarakat pengguna.

Tepat tujuan mengandung pengeitiart ‘bahwa prasarana pelabuhan perikanan dapat
berfungsi sebagaimana yang dituntut ‘oleh UU no 9 tahun 1985 tentang perikanan. Penjelasan
UU tersebut mengatakan bahwa/pelabuhan perikanan tersebut berfungsi sebagai sarana
penunjang untuk meningkatkan‘produksi dan sesuai dengan sifatnya sebagai satu lingkungan
kerja. Fungsi pelabuhan‘périkanan meliputi berbagai aspek yaitu sebagai pusat pengembangan
masyarakat, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan hasil tangkapan, tempat untuk
memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi hasil
tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan serta pusat pelaksanaan
penyuluhan dan pengumpulan data.

Tepat sasaran mengandung pengertian bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat pengguna. Masyarakat pengguna pelabuhan perikanan mencakup
nelayan, pedagang, pengusaha, pihak pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

15

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41202.pdf

dengan pelayanan pelabuhan perikanan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan perikanan,
masyarakat perikanan mendapatkan nilai lebih dari kegiatan di pelabuhan perikanan.

Layak dipergunakan mengandung pengertian bahwa prasararana pelabuhan perikanan
diseciakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna baik jumlah, kualitas dan
kapasitasnya. Prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan berakibat pada kemubaziran
karena fasilitas tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya atau bahkan sebaliknya
fasilitas tersebut mengalami over capacity sehingga menimbulkan hambatan dalam kelancaran
operasional pelabuhan perikanan. Ketepatan perencanaan merupakan salah satu kunci layaknya
prasarana pelabuhan perikanan secara teknis.

Layak secara kelembagaan mengandung pengertian bahwa prasarana pelabuhan
perikanan tersebut masih dalam jangkauan pengelolaan, artinya bahwa secara kelembagaan dan
sumberdaya manusia, institusi pelabuhan perikanan mampu mengelola\aktifitas dan fasilitas
pelabuhan perikanan.

Disamping itu, pemanfaatan fasilitas-fasilitas di pelabphaii perikanan harus mampu
meningkatkan kapasitas dan perubahan perilaku masyardkat.~ Salah satu fungsi pelabuhan
perikanan dalam UU yang telah dijelaskan di atas ‘ddalah sebagai pusat pengembangan
masyarakat.  Pengembangan masyarakat mengandung arti bahwa terjadi peningkatan
kemandirian dan posisi tawar masyarakat melaydn dalam menentukan kehidupannya dan
peningkatan tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam aktifitas-aktifitas kepelabuhanan yang
sebenarnya akan menguntungkan bédgi~mereka sendiri. Disamping itu, aktifitas pelabuhan
perikanan juga diharapkan mampy meéningkatkan penguasaan teknologi penangkapan dan
penguasaan informasi (informasi‘pdsar, informasi daerah penangkapan) sehingga mereka mampu

meningkatkan produktifitas dalam usaha penangkapan ikan.

3. Kemudahan Akses (Accesibility)

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu lembaga pelayanan kepada masyarakat. Oleh
karena itu tingkat keberhasilan pelabuhan perikanan dapat diukur dengan kemudahan masyarakat
pengguna terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan pelabuhan perikanan.
Pengertian kemudahan akses juga mencakup tingkat kepuasan masyarakat pengguna terhadap

fasilitas dan pelayanan manajemen pelabuhan perikanan.
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4. Kesetaraan (Equity)

Kesetaraan berkaitan dengan suatu kondisi bahwa prasarana pelabuhan perikanan
bermanfaat bagi setiap anggota masyarakat pengguna tanpa membedakan strata sosial, suku,
agama, dan ras maupun daerah asal. Pelabuhan perikanan diperuntukkan bagi semua pelaku
yang bergerak di dunia perikanan. Mekanisme pasar dan keunggulan fasilitas dan pelayanan
yang diberikan pihak pelabuhan perikanan merupakan daya tarik yang menyebabkan nelayan dan
para pengguna lainnya untuk beraktifitas di pelabuhan perikanan tersebut termasuk juga dengan
para pelaku perikanan dari luar wilayah pelabuhan perikanan, meskipun memerlukan pengaturan
tertentu seperti pengaturan keimigrasian dan kepabeanan bagi nelayan-nelayan yang dari luar
negeri maupun pengaturan bagi nelayan andon (nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan
ikan di laut dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut
berpangkalan, berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif fama di pelabuhan
perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.

5. Kepuasan Pengguna (Customer satisfaction)

Pada awalnya konsep kepuasan pengguna diterapKan di perusahaan-perusahaan swasta

dimana pengguna merupakan inti dari adanya suatu perusahaan. Namun demikian, konsep ini
kemudian juga dapat dikembangkan untuk lembaga-lembaga pemerintah.
Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan
antara persepsi atau kesannya tehadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya (Kottler,
2002). Kepuasan merupakan evaluasi-purna pembelian suatu barang atau jasa. Berdasarkan
definisi yang ada berarti kepuasan merupakan fungsi dari kesan akan kinerja dan harapan. Bila
kinerja suatu produk lebih\tinggi dibanding harapan berarti pelanggan merasa puas, atau
sebaliknya.

Faktor yang ménipengaruhi kepuasan konsumen adalah mutu produk dan pelayanannya,
kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan, dan nilai perusahaan. Kegiatan penjualan terdiri
atas variabel pesan sebagai penghasil serangkaian sikap tertentu mengenai perusahaan, produk,
dan tingkat kepuasan yang diharapkan konsumen; variabel sikap sebagai penilaian konsumen

atas pelayanan perusahaan; dan variabel perantara sebagai penilaian konsumen terhadap

perantara perusahaan seperti agen.
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Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk membentuk harapan pelanggan, seperti
promosi, sikap pegawai yang baik, unjuk kerja penjualan yang profesional, menyulitkan
pelanggan untuk mengganti pemasok, dan memberi kepuasan yang tinggi. Hal ini membuktikan
pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang
lebih baik, tanggap, efisien dan efektif terutama bagi pelayanan publik.

Dalam konteks pelabuhan perikanan yang dimaksud dengan pengguna adalah para pihak
yang terlibat/beraktifitas di pelabuhan perikanan seperti nelayan, pedagang, pengolah dan lain-
lain. Sedangkan produk yang diberikan berupa jasa pelayanan mulai pra penangkapan
(penyediaan kebutuhan melaut), penangkapan (kemudahan, keamanan dan kenyamanan bongkar
muat hasil tangkapan), perbaikan, pengolahan dan pemasaran. Kepuasan pengguna perlu
senantiasa dipantau dan diukur untuk melihat sejauh mana efektifitas dan efisiensi pelayanan

yang diberikan pengelola pelabuhan perikanan.

E. Fasilitas Pelabuhan

Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarand ,/dan” prasarana yang tersedia di
Pelabuhan Perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan (Permen KP 16/2006 tentang
Pelabuhan Perikanan) -

Fasilitas yang dimiliki oleh suatu pelabuhan perikanan pada umumnya akan menentukan
skala atau tipe dari suatu pelabuhan dasi berkaitan pula dengan skala usaha perikanannya. Jenis
dan kapasitas yang ada berkembang(sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan.

Keterkaitan ketersediaari fasilitas pelabuhan dengan skala atau tipe pelabuhan perikanan
khususnya berkaitan dengan kapdsitas tambat labuh kapal, panjang dermaga, kedalaman kolam
pelabuhan, serta ketersediaan industri perikanan.

Fasilitas pelabuhan perikanan dapat dikelompokan menjadi: fasilitas pokok, fasilitas

fungsional dan fasilitas penunjang.

1. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok atau disebut juga fasilitas dasar adalah fasilitas pelabuhan yang
diperlukan dalam kegiatan suatu pelabuhan perikanan. Fasilitas pokok ini berfungsi untuk

menjamin terselenggaranya kegiatan kepelabuhanan dengan baik serta melindungsi kegiatan di
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pelabuhan dari gangguan alam (gelombang, arus, angin, pengendapan lumpur/pasir). Fasilitas
pokok sekurang—kurangnya meliputi: fasilitas pelindung seperti breakwater, revetment, dan
groin dalam hal secara teknis diperlukan; fasilitas tambat seperti dermaga dan jetty; perairan
seperti kolam dan alur pelayaran, penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan,
serta lahan pelabuhan perikanan.

2. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi memberikan pelayanan yang
diperlukan. Fasilitas ini sekurang—-kuraﬁgnya meliputi: fasilitas pemasaran hasil perikanan
seperti tempat pelelangan ikan (TPI), navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon,
internet, SSB, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas; suplai air bersih, es dan
listrik; pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat
perbaikan jaring; penanganan dan pengolahan hasil perikanan® seperti transit sheed dan
laboratorium pembinaan mutu; perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan; transportasi
seperti alat-alat angkut ikan dan es; dan pengolahan limbali seperti IPAL.

3. Fasilitas Penunjang
Fasilitas penunjang atau disebut juga fasilitas tambahan merupakan fasilitas yang secara
tidak langsung dapat menunjang kegiatan atau fungsi pelabuhan perikanan, misalnya fasilitas
pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan; fasilitas pengelola pelabuhan seperti
mess operator, pos jaga, dan jpos’ pelayanan terpadu; fasilitas sosial dan umum seperti
tempat peribadatan dan MCK;/kios IPTEK; dan fasilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan
(keselamatan pelayaran, kebersihan, keamanan dan ketertiban, bea dan cukai, keimigrasian,

pengawas perikanan, Kesc¢hatan masyarakat, dan karantina ikan).

F. Kelembagaan
Aspek kelembagaan pelabuhan merupakan salah satu kunci sukses pelayanan

kepelabuhanan. Dalam suatu pelabuhan perikanan biasanya dikelola oleh otoritas pelabuhan

perikanan (fishing port authority) atau biasa disebut dengan organisasi pelabuhan.
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Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang organisasi
pelabuhan adalah Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan

Dalam Permen dimaksud, organisasi pelabuhan perikanan berfungsi untuk memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan dan menunjang
optimalisasi produksi perikanan serta pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung
jawab.

Dalam suatu pelabuhan perikanan terdapat beberapa instansi dan lembaga terkait yang
keberadaannya diperlukan untuk mendukung terlaksananya fungsi pelabuhan secara optimal.
Lembaga-lembaga terkait tersebut serta fungsinya masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Lembaga Terkait di Pelabuhan Perikanan

No Lembaga Fungsi
1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) - Penyediaan fasilitas
Pelabuhan Perikanan - Perijinan (penggunazan lahan fasilitas, dll)
- Pengaturan das koordirnasi kegiatan di PP
- Pengamanan dadn ketertiban
- Pengumpulan/pengolahan data
2. Syahbandar -" Perijinan (SIB; Pas Biru, dll)
- _Pengawasan keselamatan kapal
3. Imigrasi - Pengawasan ABK yang keluar masuk wilayah RI
Dckumen keimigrasian
4. Bea Cukai Pen&wasan pabean (barang keluar/masuk wilayah RI
5 Kesehatan - Pengawasan/penanganan kesehatan ABK
~_Fumigasi kapal
6. Satpol Air Penanganan, penyidikan dan penanggulangan kriminalitas
7. Dinas Perikanan Pembinaan teknis penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran
- Perijinan
8. BUMN - Pengolahan/pemeliharaan fasilitas komersial
- Pengolahan/pemasaran
- Pengembangan fasilitas
- Pengelolaan lahan milik PERUM
9. Koperasi - Pengelolaan pelelangan ikan
- Penyediaan bahan perbekalan
10. | Swasta/Pengusaha - Sarana perbekalan (KSO/U)
- Penangkapan, pengolahan dan pemasaran
- Pemeliharaan fasilitas
11. ] Organisasi Masyarakat/Profesi - Wadah penyaluran aspirasi
- Mitra usaha, dll

Sumber : Lubis dalam Laga (2005)
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Kelembagaan pelabuhan perikanan yang terdiri dari berbagai instansi merupakan satu
kesatuan yang saling menunjang untuk kelancaran operasional pelabuhan, Optimalnya
pelaksanaan fungsi lembaga kepelabuhanan ini akan mempengaruhi kinerja operasional
pelabuhan dimaksud.
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BAB III
METODOLOGI

A. Desain Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan analisis sistem pengelolaan pelabuhan
perikanan secara efektif dan efisien berdasarkan data-data dan informasi yang ada di lapangan.
Dalam hal ini efektifitas sistem pengelolaan merupakan perbandingan antara model sistem yang

disusun dengan realita yang ada.

B. Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 20 nelayan dengan
kapal yang berbeda, 10 pedagang/bakul, 10 konsumen yang dipilih(secara acak, dan 5 orang

pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara pengisian kuisioner.

C. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dilakukan sebagaintana.digambarkan dalam tabel 3.1. sebagai
berikut : '
Tabel 3.1. Insiruinen Penelitian

......

“7 Nariabel:__ - nlIndikator- S ~wl\lfeuoc;lologlrw S Instrumen
"“*‘Pmehﬁaw T AT T T T WA T """”’f’_"’f*.‘.“f?““ S "-f“”'"‘f el ¢
Pendekatan - Analisis Kebutuhan Analisis sistem 3 item pendekatan sistem

Sistem - Formulasi’Permasalahan
- IdentifikasiSistem
Sub Sistem - Musim Tkan Deskripsi pola Wawancara dengan
Sumberdaya - Jenislkan yang musim nelayan untuk pengisian
Ikan didaratkan penangkapan ikan | tabel perkiraan pola
musim penangkapan
Sub Sistem - Panjang dermaga Persamaan (Ditjen | Hasil perhitungan aspek
Fasilitas - Luas kolam pelabuhan Perikanan Tangkap, | fasilitas
- Kedalaman kolam Laga,2001) tentang
pelabuhan Penetuan Proporsi
- Luas gedung pelelangan | Fasilitas Pelabuhan
Sub Sistem - Penanganan ikan dari Deskripsi 12 item wawancara
Aktivitas pembongkaran sampai berdasarkan hasil
di TPI pengamatan
- Perbandingan antara langsung dan
berat es dengan berat
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Variabel ~ - Indikator ~ Metodologi ~ Instrumen
. Penelitian ‘ o

berat es dengan berat wawancara

ikan
- Lama pembongkaran
- Wadah/keranjang yang
digunakan
Sub Sistem - Lembaga yang terkait - Analisis - Matrikulasi lembaga
Kelembagaan dalam penyelenggaraan stakeholder terkait dan peran yang
pelabuhan perikanan - Analisis dikehendaki
- Peran yang dikehendaki peraturan - Identifikasi dan
- Analisis peraturan perundang — pemetaan peraturan
perundang-undangan undangan perundang — undangan
yang dibutuhkan dalam
pengelolaan pelabuhan
Strategi - Aspek Sumberdaya ikan | AHP Expert Choice
Pengembangan | - Aspek Sosial
Pelabuhan - Aspek Ekonomi Daerah
Perikanan - Aspek Infrastruktur
(Fasilitas)
- Aspek Kelembagaan

Sedangkan kisi — kisi instrumen secara lergkap/disajikan dalam lampiran laporan

penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data
Pencarian dan pengumpulan datayméliputi data primer dan data sekunder. Data primer

dikumpulkan melalui survey langsung ke lapangan, wawancara dan pengisian kuisioner. Data
primer yang dikumpulkan terkait aspek—aspek dalam sistem pengelolaan pelabuhan perikanan,
meliputi: nelayan, pengelola pelabuhan, pemerintah daerah, pengelola TPI, pedagang, serta
instansi lain yang terkait\langsung di pelabuhan perikanan.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara mendatangi instansi—instansi yang
terkait antara lain berupa hasil kajian yang telah dilakukan, laporan statistik, laporan tahunan

dinas, laporan operasional pelabuhan perikanan, dan data lainnya yang terkait.
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E. Metode Analisis Data
1. Pendekatan Sistem
Pendekatan sistem merupakan suatu metodologi pemecahan masalah yang diawali
dengan analisa kebutuhan, formulasi permasalahan, dan identifikasi sistem.
a. Analisis kebutuhan
Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelaku-pelaku yang
terlibat dalam sistem. Pihak—pihak yang terlibat dalam kegiatan sistem pelabuhan perikanan di
PPP Labuan meliputi: nelayan, pedagang, konsumen, penyelenggara TPI, pengelola pelabuhan
(otoritas pelabuhan perikanan), Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan), koperasi
perikanan, syahbandar, kesehatan pelabuhan, dan organisasi nelayan Himpunan Nelayan Seluruh
Indonesia (HNSI).

b. Formulasi permasalahan
Berdasarkan analisis kebutuhan dapat diformulasikan“.permasalahan dalam sistem

pelabuhan perikanan. Informasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelabuhan
perikanan didapatkan melalui studi pustaka serta wawancara. déngan nelayan dan pihak terkait
lanilla.
c. Identifikasi Sistem

Proses identifikasi sistem menghasilkan spesifikasi yang terperinci tentang
peubah yang menyangkut rancangan dan proses kontrol. Identifikasi sistem ditandai dengan
adanya determinasi kriteria jalannya sistem yang akan membantu dalam evaluasi
alternatif sistem. Kriteria tersebut ‘meliputi pula penentuan output yang diharapkan, dan
mungkin juga perhitungan rasio biaya dan manfaat.

Identifikasi sistem, pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan dilakukan

untuk mengidentifikasiketerkaitan dari masing-masing komponen sistem kepelabuhanan.

2. Analisis Sub Sistem Sumberdaya Ikan
Pada tahap ini akan digambarkan secara deskriptif kondisi sumberdaya ikan di Pelabuhan

Perikanan Labuan yang meliputi musim penangkapan dan jenis ikan yang didaratkan. Hal ini
dianggap penting sebagai bahan informasi pengelolaan pelabuhan perikanan. Deskripsi kondisi

sumberdaya ikan didasarkan pada hasil pengamatan langsung atau disarikan dari sumber pustaka

hasil penelitian terdahulu.
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3. Analisis Sub Sistem Fasilitas
Analisis terhadap fasilitas dilakukan dengan menggunakan persamaan (Ditjen Perikanan
Tangkap,2001). Rumus—rumus perhitungan kapasitas fasilitas pelabuhan perikanan antara lain:

a. Panjang Dermaga

(I+s)xnaxh

L=
uxd

dimana :
L = Panjang dermaga (m)
1 = Panjang kapal (m)
s = Jarak antar kapal (m)
n = Jumlah kapal yang memakai dermaga (unit)
a = Berat kapal (Ton)
h = Lama kapal di dermaga (Jam)
u = Produksi per hari
d = Lama fishing trip (Jam)

b. Luas Kolam Pelabuhan

L=Lt+(B3xnxlxb)

dimana :

L = Luas kolam pelabuhan

Lt = Luas untuk mémutar kapal (m2) = x.r?

n = Jumlah kapal maksimal yang berlabuh (unit)
1 = Panjang kapal (meter)

b = Lebar kapal (meter)
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c. Kedalaman Kolam Pelabuhan
D=d+%H+S+C
dimana :
D = Kedalaman perairan (cm)
d = Draft kapal terbesar dengan muatan penuh (cm)
H = Tinggi gelombang maksimal (50 cm)
S = Tinggi anggukan kapal yang melaju (10 —30 cm)
C = Jarak aman dari lunas kapal ke dasar perairan (25 — 100 cm)

d. Luas Gedung Pelelangan

N xP

R xé

dimana :
S = Luas gedung pelelangan (m?)
= Jumlah produksi ikan yang dilelang per hari (ton)

N

P = Daya tampung produksi (m?/ton)

R = Intensitas lelang (1 — 2 kali per liari)
a

= Perbandingan ruang lelang dengan gedung lelang (0,27 — 0,394), atau tergantung pada
luas tempat pelelangan ikan

Flow chart fasilitas adalah: potensi sumberdaya ikan yang ada — pelaku yang terkait —
luas lahan dan yang.fersedia — bentuk fasilitas yang dibangun — kapasitas dan kelengkapan

fasilitas.

4. Analisis Sub Sistem Aktivitas
Analisis terhadap sub sistem aktifitas di pelabuhan perikanan adalah dengan
memperhatikan  prinsip-prinsip selama penanganan ikan dari pembongkaran sampai
pengangkutan ke tempat pelelangan ikan (TPI) dengan kriteria yang dinyatakan oleh Junianto

(2003) sebagai aspek manajemen sebagai berikut:
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Kontrol suhu ikan selama penanganan agar selalu dingin

o P

Lakukan penanganan dengan cepat dan tepat
Perkecil sentuhan langsung dengan ikan

o

Hindari sengata. langsung matahari pada tubuh ikan

o

e. Perkecil terjadinya kontaminasi terhadap ikan
Disamping kriteria tersebut di atas juga dianalisis terhadap perbandingan antara berat es
dengan berat ikan, lama pembongkaran, wadah/keranjang yang digunakan dalam mengangkut
ikan dan lantai tempat pelelangan berlangsung.

Flow chart aktivitas adalah: hasil tangkapan -» sortir - diangkut ke TPI > lelang -> dikemas
-> transportasi - pemasaran.

5. Analisis Sub Sistem Kelembagaan

Analisis peran lembaga kepelabuhanan dilakukan ufituk-meningkatkan optimalisasi
lembaga kepelabuhanan. Dalam hal ini digunakan metode analisis stakeholder dengan cara
menyusun matrikulasi peran masing-masing lembaga yang terkait serta merumuskan peran yang
dikehendaki untuk meningkatkan fungsi lembaga dimaksud. Hal ini sesuai dengan metode
analisis kelembagaan dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (2007).

Selain itu dilakukan analisis”“peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan pelabuhan perikanan,~dalam hal ini dilakukan identifikasi dan pemetaan
peraturan yang mendukung penyelenggaraan pelabuhan perikanan.

6. Analisis Kebijakan Pengembangan PPP Labuan

Metode analisis data’'yang digunakan adalah menggunakan Analitical Hierarchy Process
(AHP), yaitu suatu pendekatan yang digunakan berdasarkan analisis kebijakan yang bertujuan
untuk memecahkan konflik yang terjadi sehingga mendapatkan lokasi yang tepat dan optimal
bagi pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan (sustainable).

Dalam AHP, penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap secara rasional
persepsi orang, kemudian mengkonversi factor-faktor yang intangible (yang tidak terukur)
kedalam ukuran yang biasa, sehingga dapat dibandingkan. Adapun tahapan/langkah-langkah
dalam analisis data menurut Saaty (1993) dan Suryadi (1998) adalah sebagai berikut:
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a. Identifikasi Sistem
Identikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari beberapa rujukan untuk

memperkaya ide atau berdiskusi dengan para pakar atau orang yang menguasai permasalahan
untuk mendapatkan konsep yang relevan dengan permasalahan dan mendifinisikan masalah serta
mendapatkan solusi yang diinginkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan dengan menggunkan PHA dalam kerangka manfaat dan biaya. Pemecahan masalah
dan solusi yang diinginkan yaitu mendapatkan skenario yang efisien dari kebijakan, maka untuk
menyusun suatu analisis yang mengaplikasikan dua metode pendekatan tersebut, perlu diketahui

terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan.

b. Penyusunan Hirarki
Dalam penyusunan hirarki atau struktur keputusan dilakukari dengan mengelompokan
elemen-elemen system atau alternatif keputusan kedalam suatu “abstraksi sistem hirarki
keputusan.
¢. Komparasi Berpasangan
Penentuan tingkat kepentingan pada setiap tingkathirarki atas pendapat dilakukan dengan
teknik komparasi berpasangan (pairwise comparison). Teknik komparasi berpasangan yang
digunakan dalam PHA dilakukan dengan cara.fmembandingkan antara elemen satu dengan
elemen yang lainnya dalam satu tingkat hirarki secara berpasangan sehingga diperoleh nilai
kepentingan dari masing-masing elenien. Penilaian dilakukan dengan memberikan bobot (angka)
pada setiap elemen yang dibarndirigkan dengan hasil wawancara langsung dengan responden.
Responden bisa seorang ahli ataubukan, tetapi terlibat dan mengetahui permasalahan tersebut.
d. Matrik Pendapat Individu
Formulasi matrik individiadalah sebagai berikut :

Cl Cc2 e ©Cn
Cl I al2 ... aln
A=(aij)= C2 a2 1 ... a2n
Cn aln a2n ...... |
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Dalam hal ini C1, C2, ....., Cn adalah set elemen pada setiap tingkat keputusan dalam
hirarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil komparasi berpasangan membentuk matrik n x n. Nilai
aij merupakan nilai matrik pendapat hasil komparasi yang mencerminkan nilai kepentingan Ci
terhadap Cj.

e. Matrik Pendapat Gabungan

Matrik pendapat gabungan merupakan matrik baru yang elemen-elemennya (gij) berasal
dari rata-rata geometrik elemen matrik pendapatan individu yang nilai ratio konsistensinya (CR)
memenuhi syarat. Tujuan dari penyusunan matrik pendapat gabungan ini adalah untuk
membentuk suatu matrik yang mewakili matrik-matrik pendapat individu yang ada. Matrik ini
selanjutnya digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi serta vektor prioritas dari elemen-
elemen hierarki yang mewakili semua responden.

f. Pengolahan Horisontal

Pengolahan horizontal digunakan untuk menyusun prioritas, elemen keputusan pada
hirarki keputusan dengan empat tahapan Perkalian baris (z),/Perhitingan vektor prioritas atau
vektor ciri, Perhitungan nilai Eigen maksimum (E max){dan._Perhitungan Indeks Konsistensi
(CD).

g. Pengolahan Vertikal

Pengolahan vertikal digunakan untuk.menyusun prioritas pengaruh setiap elemen pada
tingkat hirarki keputusan terhadap sasarafi‘utama. Jika Cvij didifinisikan sebagai nilai prioritas
pengaruh elemen ke-i pada tingkat ke:j terhiadap sasaran utama.

h. Revisi Pendapat

Revisi pendapat dapat ‘dildkukan apabila nilai konsistensi ratio (CR) pendapat cukup
tinggi (lebih besar dari 0,1), derigan mencari deviasi RMS (Rood Mean Square) dari baris-baris
(aij) dan perbandingan ‘nilai bobot baris terhadap bobot kolom (wi/wj) dan merevisi pendapat
pada baris yang mempunyai nilai terbesar. Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu
besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan, Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas

mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya.
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BABYV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pengelolaan PPP Labuan masih memerlukan upaya peningkatan khususnya
terkait aspek fasilitas, sosial dan kelembagaan pelabuhan perikanan. Aspek fasilitas
terkait ketersediaan prasarana pokok dan fungsional yang belum memadai, sedangkan
aspek sosial menyangkut pelayanan, kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan
PPP Labuan. Aspck lainnya yang juga cukup penting adalah aspek-kelembagaan yang
meliputi pembentukan organisasi pengelola pelabuhan, ‘sumberdaya manusia, dan
ketersediaan perangkat hukum yang mendukung penyelenggaraan PPP Labuan.

2. Dalam hal sumberdaya ikan dengan melihat pola miusim penangkapan, tingkat produksi
serta jenis ikan yang didaratkan di PPP Labuardapat disampaikan bahwa keragaman
jenis ikan yang didaratkan sangat dipengaruhi oleh keragaman unit penangkapan (kapal -
dan alat penangkapan ikan). Untuk mendofong peningkatan ketersediaan sumberdaya
ikan dapat dilakukan dengan melaKukan manajemen penangkapan yang berorientasi pada
pengaturan alat penangkapari_ikanserta perbaikan fasilitas pelabuhan yang dapat
mendorong peningkatan pendaratan armada penangkapan lain (khususnya yang belum
ada di PPP Labuan) untuk miendaratkan hasil penangkapannya di PPP Labuan

3. Untuk aspek fasilitas diperlukan penambahan fasilitas dermaga sepanjang 126 meter, dan
penambahan kedalaman kolam pelabuhan sedalam 205 cm. Selain itu diusulkan integrasi
gedung pelelangan menjadi 1 (satu) gedung pelelangan yang lebih representatif dan
higienis.

4. Dalam hal penyelenggaraan aktivitas pembongkaran, penyortiran ikan, pengangkutan ke
TPI, penanganan ikan di TPI, serta penggunaan es dalam penanganan ikan di PPP Labuan
dapat disimpulkan bahwa aktivitas dimaksud akan berdampak pada terciptanya kualitas
sumberdaya ikan. Semakin baik penyelenggaraan aktivitas di atas maka akan semakin
baik pula kualitas ikan yang didaratkan, begitu pula sebaliknya. Selain hal tersebut,
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dalam hal penyelenggaraan pelelangan ikan masih ditemukan ketidaksesuaian pola
penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten
Pandeglang No.12 Tahun 2001.

5. Dalam hal kelembagaan, perlu dilakukan optimalisasi peran lembaga kepelabuhanan agar
dapat mendukung operasionalisasi PPP Labuan. Selain itu masih ditemukan kelemahan
aspek legal (regulasi) dalam penyelenggaraan PPP Labuan.

6. Kebijakan pengembangan PPP Labuan yang paling prioritas adalah pengembangan
fasilitas pelabuhan, kemudian prioritas kedua adalah meningkatan pelayanan jasa
kepelabuhanan, dan prioritas ketiga adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan.

B. Rekomendasi
Dari kesimpulan di atas disampaikan rekomendasi sebagai berikt:

1. Diusulkan pembangunan dermaga sepanjang 126 meier-dan penambahan kedalaman
kolam pelabuhan sedalam 205 cm. selain itu diusulkan pembangunan 1 (satu) unit TPI
higienis yang merupakan integrasi 2 (dua) TPLyang t¢lah ada.

2. Diusulkan pembentukan organisasi pelabuhan dan’ peraturan—peraturan yang mendukung
operasional PPP Labuan. Peraturan +.peraturan yang dibutuhkan meliputi: Peraturan
Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (PPI), Peraturan Daerah
tentang Penetapan Pendapatdn-Asli’ Daerah (PAD) Sektor Kelautan dan Perikanan,
Peraturan Gubernur tentarig™ Petunjuk Teknis Tata Cara, Sistem dan Prosedur
Pemungutan Retribusi Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan, Peraturan Gubernur
tentang Penetapan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Banten,
Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pemungutan
PAD bidang Jasa Kepelabuhanan Perikanan bagi UPTD Pelabuhan Perikanan.

3. Untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan diusulkan pehingkatan fasilitas penanganan
(handling) ikan dari sejak dermaga sampai ke TPL

4. Dalam hal penyelenggaraan pelelangan ikan disarankan untuk melakukan
refungsionalisasi penyelenggaraan pelelangan ikan melalui: (1) pengembangan
manajemen TPl yang schat dengan mengutamakan kepentingan nelayan, (2)

refungsionalisasi lembaga pengelola, (3) peningkatan SDM pengelola pelelangan, dan (4)
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peningkatan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh instansi yang
berkompeten.
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